
 
 

 

 
 
 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

                                              NOMOR 60 TAHUN 2019  

TENTANG 

 
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 - 2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang 

memerlukan langkah-langkah penanganan dan 
pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, 
dalam rangka meningkatkan pendapatan dan 

mengurangi beban pengeluaran serta pemenuhan hak-
hak dasar masyarakat secara layak melalui 

pembangunan yang berkeadilan dan bekelanjutan 
untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat ; 

  b. 

 

 

 
 

 

 

 

c. 

bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di 

Provinsi Jawa Tengah, dan sesuai Peraturan Menteri 
Dalam Negeri 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ 

Kota, perlu disusun Strategi Penanggulangan 
Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk 

jangka waktu 5 (lima) tahun mendasarkan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;  

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Strategi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2019-2023;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan 
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-

92); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 



 
 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);  

  9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun  2015  Nomor  199); 

  10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

  11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136); 

  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 

  15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-

2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2019 Nomor 5); 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 

tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 337); 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI 

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH PROVINSI    

JAWA TENGAH TAHUN 2019-2023.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan di Jawa Tengah. 

4. Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk 

memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. 

5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah 
dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan 

bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi 
jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat 

kesejahteraan masyarakat.  

6. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, 
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, 

serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. 

7. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang 

selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah 
di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 

(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa 
jabatan pemerintah daerah.  

 

 
BAB II 

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH 
 

Pasal 2 
 

SPKD merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman 
dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung 
pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 

2023 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta 
indikatif penganggarannya.  

 

Pasal 3 
 

Sistematika SPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :  

BAB  I  : Pendahuluan 

BAB  II : Kondisi Umum Daerah 

BAB  III : Profil Kemiskinan Daerah 

BAB  IV : Determinan Kemiskinan Daerah   



 
 

BAB V  : Analisis APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan   

BAB VI : Tinjauan Kebijakan dan Kelembagaan Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan di Daerah 

BAB VII : Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah 

BAB VIII : Sistem Monitoring dan Evaluasi 

BAB IX : Penutup 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.  

 

Pasal 4 

 
SPKD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana 

strategis dan rencana kerja dalam upaya percepatan penanggulangan 
kemiskinan serta menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam upaya percepatan 

penanggulangan kemiskinan di daerah.  

  
BAB III 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
 

Pasal 5 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
SPKD.  

(2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang 
ditetapkan oleh Gubernur.  

(3) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  
 

BAB IV 

PEMBIAYAAN 
 

Pasal 6 

 
Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur 

ini dibebankan pada: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. 

 
 

BAB IV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

Pasal 7 

 
Dalam hal Peraturan Gubernur yang mengatur Strategi Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah belum diundangkan, maka 
penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah berpedoman pada 
RPJPD dan mengacu pada RPJMN. 

 
 



 
 

BAB V 

KNTUAN PENUTUP 
 

Pasal 8 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa 

Tengah. 
 
 

         
 Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 30 Desember 2019 

                                                                           GUBERNUR JAWA TENGAH, 
 

          ttd 
 

    GANJAR PRANOWO 
 

  
Diundangkan di Semarang 

pada tanggal 30 Desember 2019 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  

              JAWA TENGAH, 

 
  ttd 

 
           HERRU SETIADHIE 

 
 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR   60 


